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PUTUSAN
Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msa

sl 5

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
antara:

PENGGUGAT, lahir di Milangodaa, tanggal 08 Oktober 1992, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX XXXXX
XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX X, XXXX XXXXXX XXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi
XXXXXXXXX, dengan ini menggunakan domisili elektronik

pada alamat e-mail xxxxxxx, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, lahir di Milangodaa, tanggal 27 Juni 1992, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di XXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi xxXxxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 19 November 2024, dengan
register perkara nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2013, Penggugat dan Tergugat
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telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Popayato,
sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 November 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah tante Penggugat yang bernama XxXXXXXXXXXXX di XXXX XXXXXX
XXXX, XXXXXXKKK XXXXXXXK XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, selama 2 bulan,
kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX XXXXXX
XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai
2 orang anak laki-laki yang bernama :
0 XXXXXXXXXXXXXX usia 10 tahun, tempat tanggal lahir
XXXXXXXXX XXXXXXXX, 04 Maret 2014, pendidikan SD kelas V;
0 XXXXXXXXXXXXX usia 10 tahun, tempat tanggal lahir
XXXXXXXXX XXXXXXXX, 04 Maret 2014, pendidikan SD kelas V;
Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
0 Tergugat mulai  berubah  sikap vyaitu  sering
menghamburkan uang untuk judi (sabung Ayam), sehingga
kebutuhan sehari-hari sering kekurangan karena uang Tergugat
sebagian di gunakan untuk bermain judi, Penggugat sudah berusaha
bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun
Tergugat malah acuh;
0 Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam bahkan
sering pulang pagi dalam keadaan mabuk karena minuman
beralkohol, bahkan dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul
Penggugat di beberapa bagian tubuh salah satunya bagian rahang
hingga memar;
o) Bahwa orang tua Tergugat sering ikut cambur dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat misalnya ketika Penggugat
melarang Tergugat untuk keluar rumah orang tua Tergugat malah
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memarahi Penggugat, bahkan orang tua Tergugat tidak pernah
menasehati Tergugat, akan tetapi malah memberikan uang kepada
Tergugat ketika keluar rumah;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2015, di mana
Tergugat setelah pulang dari bekerja tanpa sebab apapun langsung
memarahi Penggugat dan menyuruh Tergugat untuk pergi
meninggalkan rumah orang tua Tergugat, kemudian setelah itu
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang
tua Penggugat di XXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada
pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat
sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan
bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,
dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair:

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos
tanggal 21 November 2024 dan tanggal 05 Desember 2024 Pukul 09.00 WIB.
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah,
sehingga harus dinyatakan telah melalaikan hak jawabnya atas gugatan
Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXX,
tanggal 11 November 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Popayato, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Xxxxxxxxx, telah
di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,
diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

a. SAKSI 1, lahir di Pohuwato, tanggal 07 Juli 1964, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXX X, XXXX XXXXXX XXXX,

XXXXXXXXK XXXXXXKXK XXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXxXXXxXXxx,
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telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan
keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah
dikaruniai dua anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah
orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX XXXXXX XXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, Provinsi
XXXXXXXXX;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
cekcok mulut dan saksi sering melihat Tergugat memukul
Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi
minuman keras, Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering
nongkrong hingga larut malam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak dari tahun 2014, karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari
rumabh;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan suami
barunya yang bernama XxxXXXXXXXXX;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi

untuk mendamaikan;

Halaman 5 dari 19
Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SAKSI 2, lahir di Tahele, tanggal 01 Juli 1969, agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXxXxX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXX
XXXXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXKKK XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXK XXXXXXXX,
Provinsi xxxxxxxxx, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah
memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tante dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah
dikaruniai dua anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah
orang tua Tergugat yang beralamat di XXXX XXXXXX XXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXX,  XXXXXXXXX ~ XXXXXXXX, Provinsi
XXXXXXXXX;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
cekcok mulut dan saksi sering melihat Tergugat memukul
Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi
minuman keras, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain,
Tergugat suka bermain judi, Tergugat sering nongkrong;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak dari tahun 2014, karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari
rumah;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan suami

barunya yang bernama XxXxxXXXXXXXXX;
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- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi
untuk mendamaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
tertulis di e-litigasi yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara
sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hakim tunggal

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 169/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, Ketua Pengadilan
Agama Marisa telah menetapkan dalam penetapan nomor
289/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 19 November 2024 bahwa persidangan

perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Elitigasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan melalui
ecourt maka proses persidangan perkara ini dilakukan secara elitigasi dengan
mengacu pada Peraturan Makhamah Agung Rl Nomor 7 tahun 2022 dan
aturan-aturan pelaksanaan serta petunjuk teknis tentang Peraturan Mahkamah
Agung dimaksud;

Kehadiran para Pihak
Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di

persidangan;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan
niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak

pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam
perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali
dalam rumah tangga, yang pada pokoknya disebabkan karena tiga sebab,

yaitu:

1. Tergugat mulai  berubah sikap vyaitu sering
menghamburkan uang untuk judi (sabung Ayam), sehingga
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kebutuhan sehari-hari sering kekurangan karena uang Tergugat
sebagian di gunakan untuk bermain judi, Penggugat sudah
berusaha bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah
sikap namun Tergugat malah acuh;
2. Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam
bahkan sering pulang pagi dalam keadaan mabuk karena minuman
beralkohol, bahkan dalam keadaan mabuk Tergugat sering
memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh salah satunya
bagian rahang hingga mematr;
3. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut cambur dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat misalnya ketika Penggugat
melarang Tergugat untuk keluar rumah orang tua Tergugat malah
memarahi Penggugat, bahkan orang tua Tergugat tidak pernah
menasehati Tergugat, akan tetapi malah memberikan uang kepada
Tergugat ketika keluar rumah;
Dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015, dimana Tergugat menyuruh
Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, oleh karena
itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang
termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
pernah memberikan jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi
dan patut, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dari dalil-
dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat. Namun demikian, Hakim
Tunggal dalam hal ini tetap memerintahkahkan kepada Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini didasarkan kepada prinsip untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) serta

untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (agreement to
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devorce) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Hakim telah mempertimbangkan
ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan
“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu
peristiwva untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak
orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan
itu,” oleh karenanya Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk
membuktikan dalil-daliinya dengan alat-alat bukti yang sabh;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dinilai sebagai
sebuah pengakuan atau setidak-tidaknya sebagai pernyataan tidak membantah
dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara
perceraian maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat utnuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup,
dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.
Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 November 2013, dicatatkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi xxxxxxxxx dan sampai saat ini keduanya masih

dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang

saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan
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keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang
dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan
pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima

sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat
dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Hakim Tunggal menemukan fakta

sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 07 November 2013 dan telah dikaruniai dua anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang
tua Tergugat di XXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXXXX, Provinsi XXxxxxxxx;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat
suka mengonsumsi minuman keras, Tergugat suka bermain judi dan

Tergugat sering nongkrong hingga larut malam;

Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi
hidup bersama layaknya suami istri sejak dari tahun 2014, serta tidak
ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan suami baru yang

bernama XXxXXXXXXXXXX;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak
berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum

angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan
pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa
salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali
rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat
dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu

perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (angka 4 huruf e) yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa: “Karena tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan
sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya
perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu
serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan” dan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan, bahwa
perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage): “Hakim
hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili
perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga
perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi
haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung
jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika
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perkawinan sudah pecah (broken marriage), dengan indikator yang secara

nyata telah terbukti’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Perkara perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan
jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan
telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan
fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT).” Maka berdasarkan ketentuan ini Hakim Tunggal dalam
perkara ini harus mempertimbangkan dua aspek dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, yaitu: (1) apakah perselisihan dan pertengkaran telah
terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga; (2) dan kemudian apakah sudah terjadi perpisahan
tempat tinggal antara suami istri paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali
ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan-alasan Penggugat dalam surat
gugatannya serta berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, Hakim
menilai gugatan Penggugat telah terbukti mengarah kepada ketentuan Pasal 19
huruf (a) yang berbunyi “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, huruf (d)
yang berbunyi “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak yang lain” dan huruf (f) yang berbunyi “Antara
suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 Tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f)
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Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mendefinisikan
bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga”;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga tidak hanya dinilai dari adanya pertengkaran fisik antara Penggugat dan
Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik
lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat,
bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran juga dapat dinilai atau dilihat dari
adanya perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara
pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara
satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat
menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada
komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup
bersama sejak dari tahun 2014, keduanya sudah tidak lagi berhubungan
layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara
keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan
pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk
hidup terpisah dan menghindar dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan
salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab
apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin
untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (in casu Penggugat dan
Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang

lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah
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satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan
tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut
menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak
saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan
pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai
dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah
dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari
Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan
keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, turut menunjukan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak
lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan
Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas,
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
dapat dikatakan pecah (broken marriage) sudah sangat sulit untuk dirukunkan
kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (in
casu Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan
perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan
telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum
ayat 21,
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir”;

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling
dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu
parahnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya
akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak
yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya, maka Hakim
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (in
casu Penggugat), sebagaimana pendapat ahli figh yang terdapat dalam Kitab

Figh Sunnah Juz 1l halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:
sluo] Las 2o Lluo] wassl I3] gu 0ill (oladl o wallai ol azg ) ol
Loglliol 6 juinnll plg> ano gUoiausV
Artinya: “Bahwa istri boleh menuntut pemisahan kepada hakim apabila dia
mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan

suami istri antara mereka berdua’;

Dan pendapat ahli figh yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil

alih sebagai pendapat Hakim:
adll alall ade slls lgxg il az g ll anc . poc il g

Artinya: “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka
Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami.”

Dan dalam suatu kaidah figih dikatakan bahwa:
ool > (nle pario duwlaoll s,

Artinya:  “Menolak  kemudharatan lebih  utama daripada menarik

(mempertahankan) kebaikan.”
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Dan dalam suatu kaidah figih dikatakan bahwa:
Lagasl LISsL 1550 Lagalatl cns ) olisimba Goslas 15]
Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua hal yang buruk/mafsadat, maka

tinggalkan/hindarilah yang keburukannya lebih besar dengan melakukan
yang keburukannya lebih ringan.”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera
diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi
terakhir yang baik bagi keduanya (Penggugat dengan Tergugat), sesuai dengan

firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:
LaaS5 Liwws a0 OS5 ez o3 MS all) %5 183855 v)s

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada
masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha
Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat sebagaimana tersebut masuk ke dalam Pasal 19 huruf (a),
huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jis. Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung
Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang
mensyaratkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah
dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dengan demikian
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka gugatan
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Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan amar menjatuhkan talak satu

ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Marisa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh xxxxxxxx sebagai Hakim
Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh xxxxxxx sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik
dan tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim Tunggal,

ttd

XXX
Panitera Pengganti,

ttd

XXXXX

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- ATK Perkara 'Rp 60.000,00

Panggilan :Rp 17.000,00

- PNBP ‘Rp 20.000,00

Redaksi: Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000.00
JUMLAH : Rp. 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
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